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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi aturan-aturan hukum 

yang berlaku dalam batas koridor wilayahnya (Rechstat)sesuai dengan landasan 

Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga dampak yang ditimbulkan darinya adalah 

tiap-tiap perbuatan yang dilakukan memiliki tanggungjawabnya masing-masing 

terlebih dalam konsekuensi hukumnya. Dengan berlandaskan hukum, siapapun 

dapat terjerat didalamnya, baik kalangan muda hingga yang tua, rakyat biasa 

sampai pada kalangan pejabat pengusaha memiliki hak dan kedudukan yang sama 

dihadapan hukum.1 

Indonesia memposisikan hukum sebagai aturan yang sangat penting dalam 

pengaturan tatanan hidupan masyarakat. Subyek maupun obyek dari hukum ialah 

manusia itu sendiri, dimana hukum telah terikat dari diri seseorang dimulai dari 

dia telah dilahirkan sampai hilangnya nyawa seseorang. Namun demikian, sampai 

saat ini perubahan system tata nilai budaya dan sosial masih terus terjadi 

meskipun seseorang telah terikat dengan hukum. Perubahan system atau 

transfigurasi system tersebut mencakup dalam semua aspek kehidupan, terlebih 

dengan adanya kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Tingkah laku yang menyimpang pada beberapa orang merupakan akibat dari 

perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang penerapannya pada diri 

seseorang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Seperti tingginya pelanggaran 

dan jenis-jenis tindak pidana lainnya dari tahun ke tahun. Disinilah hukum 

 
1HM. Ali Mansyur, 2010, Penegakan Hukum di indonesia dan Pranata Hukum, Semarang, 

UNNISULA PRESS, Semarang. hal. 2 



 
 

 
 

berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa, dan juga sebagai alat pengendali 

sosial serta merupakan alat rekayasa sosial. Hukum mulai bergerak ketika terjadi 

sengketa antar dua belah pihak yang penyelesaiannya membutuhkan pihak ketiga. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 284 menerangkan bahwa 

zina merupakan hubungan seksual atau persetubuhan diluar perkawinan yang 

dimana pria dan wanita tersebut atau salah satu diantaranya telah terikat dalam 

suatu perkawinan dengan orang lain. 

Zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana merupakan perbuatan 

terlarang juga tercela, dan dapat memberikan aib atau malu kepada khal layak 

ramai. Kejahatan zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya 

memiliki definisi yang berbeda daripada pola pikir yang terbentuk dimasyarakat. 

Zina dalam KUHP didefinisikan secara sempit (overspel) yaitu kedua belah pihak 

atau salah satu pihak harus berada dalam hubungan perkawinan dengan bukan 

pasangan pezinanya. Sedangkan definisi zina yang terbentuk dalam pandangan 

masyarakat yaitu lebih mengarah kepada kepercayaannya masing-masing 

(agamanya). Zina dalam pandangan masyarakat merupakan perbuatan yang tidak 

boleh dilakukan dan melanggar nilai-nilai kesusilaan. 

Perzinahan merupakan salah satu contoh adanya perbedaan antara 

pemaknaan dan pemahaman yang terdapat dalam KUHP dan cara pandang 

masyarakat yang tidak jarang menyebabkan kejahatan yang lainnya, misalnya 

seperti kasus penganiayaan, pembunuhan, hakim jalanan dan lain-lainnya. 

Perzinahan sendiri dalam pandangan masyarakat merupakan perbuatan dosa yang 

dikerjakan oleh pria dan wanita yang bukan pasangannya, dan dianggap tindakan 



 
 

 
 

tersebut merusak ikatan perkawinan. Lemahnya penegakkan hukum memperparah 

tindak kejahatan yang terjadi.2 

Kriminalitas dan juga kejahatan merupakan keterkaitan yang sangat jelas 

dengan penegakan hukum pidana yang sampai saat ini masih diberlakukan si 

Indonesia. Tindak kejahatan sering kali menyangkut dua belah pihak yaitu pelaku 

tindak pidana dan salah satunya merupakan korban dari tindak pidana. Biasanya 

pelaku merupakan orang yang kekuatannya lebih besar daripada korban, secara 

fisik maupun dari halnya. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 284 ayat 1  menyatakan 

perbuatan zina tersebut dilakukan tanpa sengaja, ada unsure “keharusan” yang 

terkandung didalamnya hingga ia dapat dikatakan sebagai perbuatan zina. Unsure 

kesengajaan yang terdapat dalam pasal ini masih belum dapat didefinisikan secara 

akurat. Dalam Memorie van Toelchting (MvT) menjelaskan bahwa kesengajaan 

(opzet) merupakan keinginan dan memiliki kehendak juga mengetahui (willens en 

wettens) terhadap apa yang dia perbuat.  

Setiap perbuatan zina, dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana memerlukan pembuktian yang akurat. Dan apabila tidak terbukti adanya 

unsure kesengajaan dari pelaku perbuatan zina, maka pelaku tersebut tidak dapat 

dikatakan sebagai seorang yang menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut. 

Sehingga, putusan akhir yang dijatuhi oleh hakim ialah putusan bebas yang 

diberikan kepada si pelaku dari tuntutan hukum (onslag van rechtsvervolging).  

Simons menjelaskan bahwa untuk dikatakan suatu perzinahan seperti yang 

tercantum dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dibutuhkan 

alat bukti berupa alat kelamin antara laki-laki dan perempuan yang telah selesai 

 
2http://ahmadbahiej.blogspot.com/2003/12/tinjauan-yuridis-atas-delik-perzinahan.html.      Diakses 

pada hari Minggu 21 Juni 2020, Pukul 21.15 Wita 

http://ahmadbahiej.blogspot.com/2003/12/tinjauan-yuridis-atas-delik-perzinahan.html


 
 

 
 

melakukan perzinahan. Ketika hubungan perzinahan tersebut tidak dilakukan oleh 

dua jenis yang berbeda (laki-laki dan wanita), maka hal tersebut tidak bias 

dikatakan sebagai perzinahan (contohnya hubungan antara laki-laki dengan laki-

laki atau perempuan dengan perempuan). Begitupun syarat berupa salah satu 

pihak terikat dalam hubungan pernikahan, hubungan perzinahan yang dilakukan 

oleh orang yang tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain, maka hal 

tersebut tidak masuk dalam pemaknaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Pasal 284. Yang terakhir adalah mengenai persetujuan, apabila ada suami istri 

yang menyetujui perbuatan zina yang dilakukan pasangan dengan orang lain, 

maka hal tersebutpun tidak termasuk dalam zina. Contohnya si suami merupakan 

seorang mucikari dan istrinya adalah seorang wanita bayaran yang 

diperdagangkan oleh suaminya. 

Adapun kategori dalam tindak pidana perbuatan zina berdasarkan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu seseorang (pria) yang bersetubuh dengan 

orang lain (wanita) dalam keadaan si wanita tersebut pingsan dan tidak memiliki 

daya untuk memberontak sesuai dengan penjelasan KUHP Pasal 286, yaitu 

apabila seseorang bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya dalam 

keadaan wanita tersebut pingsan atau tidak, akan mendapat hukuman acaman 

pidana penjara maksimal 9 tahun.3 

KUHP Pasal 287 menyatakan : 

(1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita yang buka isterinya, padahal 

diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum 

lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya 

 
3Penjelasan pasal 286 Kitab Undang-undang Hkum pidana, ialah yang menjadi subjek: a.) barang 

siapa/laki-laki, b) bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan. Diketahui bahwa 

perempuan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. 



 
 

 
 

untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan 

tahun.4  

(2) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umurwanita itu 

belum sampai dua belas tahun atau bila salah satu hal tersebut dalam Pasal 

291 dan Pasal 294.5 

Senada juga Andi Hamzah dalam bukunya edisi kedua delikk-delik 

tertentu didalam KUHP memberi penjelasan  pada pasal 284 KUHP yaitu : 

“Diancam paling lama sembilan bulan berupa pidana penjara” 

1.. a.) seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan  ovespel (mukah), 

padahal diketahui berlaku bginya pasal 27 BW; b) seorang perumpuan 

yang selesai kawin yang melakukan mukah. 

     b.) seorang laki-laki melakukan perbuatan dan turut serta , padahal 

diketahiumya bahwa yang turut serta bersalah telah kawin. b). Seorang 

perempuan yang tidak kawin, yang turut serta melakukan perbuatan zina, 

padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan 

pasal 27 KUHPerdata berlau baginya.6 

Meskipun didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut tidak 

dijelaskan mengenai paksaan, maupunpun mengenai kondisi yang dialami wanita 

dalam keadaan pingsan, namun Pasal 287 ini menegaskan mengenai larangan 

menyetubuhi wanita yang usianya belum memasuki 15 (lima belas) tahun. 

Wanita yang dalam keadaan pingsan, tidak memiliki daya, dan atau yang 

usianya belum genap lima belas tahun, apabila ada laki-laki yang menyetubuhi 

diluar dari ikatan perkawinan, maka akan dikenakan sanksi pidana atas larangan 

 
4Pasal 287 KUHP 
5Pasal 291 dan 294 KUHP 
6Andi Hamzah, 2015, Edisi Kedua (speciale Delicten) Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP, 

(Jakarta : Sinar Grafika). hal. 169 



 
 

 
 

tersebut baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Belanda, pun diketahui memiliki hukuman yang berbeda. 

Dari rangkaian uraian diatas, maka dapat diringkas bahwa persetubuhan 

diluar ikatan perkawinan yang termasuk dalam perbuatan pidana, ialah: 

1. Persetubuhan yang dilakukan diluar ikatan perkawinan yang dilakukan 

oleh pria dan wanita, dimana salah seorang atau keduanya telah terikat 

dalam hubungan perkawinan; 

2. Laki-laki yang menyetubuhi seorang perempuan, dimana perempuan 

tersebut dalam keadaan pingsan dan atau dalam keadaan tidak berdaya. 

Pasal 287 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memasukkan 

perbuatan zina kedalam absolute klacht delict atau delik aduan absolute. Apabila 

ada perempuan yang berumur dibawah lima belas tahun disetubuhi namun tidak 

dalam ikatan perkawinan, dimana anak tersebut mengalami luka berat hingga 

kematian, maka berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 291 dan 

Pasal 294, perbuatan tersebut tidak lagi merupakan delik aduan absolute, 

melainkan sudah termasuk dalam jenis delik umum.  

Untuk memberikan kewaspadaan dan juga pengantisipasian agar tindak 

pidana perzinahan tidak mengalami peningkatan, diperlukan penegakkan hukum 

yang sifatnya preventif dan juga represif, sebagaimana tujuan dari pemidanaan 

yang tertera dalam KUHP, yaitu : 

1. Melakukan penegakan norma hukum untuk mengayomi masyarakat dan 

mencegah terjadinya tindak pidana;  

2. Memperlakukan terpidana sebagaimana masyarakat biasanya agar 

terpidana dapat menjadi orang yang lebih baik lagi dan memiliki manfaat 

untuk sekitarnya dengan melakukan pembinaan;  



 
 

 
 

3. Konflik tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana diselesaikan, 

kemudian mengadakan pemilihan hingga tercapai keseimbangan, 

kemudian menciptakan rasa damai dalam lingkungan masyarakat; 

4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 

Profesionalitas aparat penegak hukum dituntut dalam mengungkap dan 

menyelesaikan kasus tindak pidana perzinahan. Tidak sampai disitu, matang 

secara intelektual dan memiliki integritas moral tinggi menjadi hal utama yang 

diperlukan oleh seorang penegak hukum, sehingga tindak pidana perzinahan dapat 

diselesaikan dengan tuntas dan terpidana kasus tersebut dapat dikenai sanksi yang 

sesuai dengan perbuatannya.  

Pada dasarnya tindak piana zina adalah kegiatan pribadi yang memiliki 

demesi sosiol, zina tampak sebagai kegiatan yang bersifat privasi. Oleh sebab itu , 

intervensi negara mempunyai landandasan yang sangagt penting diantara lain 

bahwa salah satu penyebab utama ialah adanya hubungan seks diluar nikah, 

terjadi penyebaran HIV/AIDS.Usaha pemberantasan dan penanggulangan tindak 

pidana zina senantiasa menjadi pembicaraan dikalangan banyak orang khususnya 

para penegak hukum, kriminog dan para praktisi/pegiat hukum. Dalam hukum 

pidana terdapat pembicaraan mengenai kaidah-kaidah norma berupa larangan atau 

himbauan dan ada sanksi atas pelanggaran norma hukum dan nilai berupa 

ancaman pidana.  

Zina pada  kehidupan masyarakat anggrec menjadi hal tabu belakangan ini, 

usaha-usaha penegakan hukum diwilayah Polsek Anggrek Polres Gorontlo Utara 

belum menemukan titik terang. Dikalangan masyarakat adanya pengaruh negatif 

karena adanya zina, di Kecamatan Anggrek marak terjadi  kasus tindak pidana 



 
 

 
 

zina  karena faktor pergaulan bebas, teknologi informasi dan sulitnya ekonomi 

dan lain sebagainya. 

Sebagatgjoihimana diuraikan di atas maka peneliti bermaksud membahas 

usulan penelitianini  secara mendalam dengan judul “PENEGAKAN HUKUM 

TERHADAP TINDAK PIDANA ZINA DI WILAYAH KEPOLISIAN 

SEKTOR ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA” sebagai judul 

skripsi. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana zina di wilayah 

Kepolisian Sektor Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana 

zina di wilayah Kepolisian Sektor Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan uraian masalah yang dirumuskan di atas, maka yang 

menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya tindak pidana zina diwilayah Kepolisian Sektor Anggrek 

Kabupaten Gorontalo Utara. 

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam 

penyelesaian tindak pidana zina di wilayah Kepolisian  Sektor Anggrek 

Kabupaten Gorontalo Utara 

 

1.4 Manfaat Penelitian 



 
 

 
 

Manfaat yang didapat dari penelitan ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penegak 

hukum, pemerintah dan masyarakat dalam upaya mengambil suatu 

tindakan untuk mencegah dan menaggulangi tindak pidana zina di wilayah 

Kepolisian Sektor Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara 

2. Praktis 

 Manfaat praktis, yaitu memberikan masukan kepada aparat penegak 

hukum, khususnya kepolisian dalam hal memberikan langkah-langkah 

edukatif dan penyuluhan tentang hukum baik bagi masyarakat maupun 

bagi yang melakukan tindak pidana zina. 

3. Akadimis 

 Penelitian ini bermanfaat sebagai kemaslahatan untuk penyelesaian  studi 

di Universitas Ichsan Gorontalo 

 

 

 

  



 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana 

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana  

Strafbaar feit merupakan kata yang digunakan untuk menyatakan tindak 

pidana, atau delic, namun dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia, 

istilah strafbaar memiliki arti yang berbeda-beda. Dalam Undang-Undang Dasar 

Sementara (UUDS) Pasal 14 ayat 1 disebut sebagai peristiwa pidana. Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang mengubah ordonnantie tijdlijk 

bijzoondore bepalingen srafrech yang termuat dalam LN. 1951 Nomor 78 

menyebutnya sebagai perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat dihukum. 

Strafbaarfeit terjemahan dari atau delicatau tindak pidana, tetapi didalam 

peraturan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan konsep-konsep yang tidak 

seragam dalam menerjemahkan strafbaarfeit.  

Feit menurut Laminating dalam bahasa Belanda diartikan hanya sebagian 

dari sesuatu yang nyata (een gedeelte van de werkelijhkheid), sedangkan 

strafbaar feit diartikan sebagai sesuatu yang nyata yang dapat dihukum, yang 

bukan merupakan sesuatu yang tepat, hal ini disebabkan karena nanti akan 

diketahui juga bahwa yang bisa mendapatkan hukuman ialah manusia sebagai 

pribadi bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakannya.7 

Tindak pidana merupakan definisi awal dalam ilmu hukum yang kemudian 

akan membentuk suatu kesadaran dalam pemberian cirri tertentu dalam peristiwa 

 
7Lamintang P.A.F., 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan Keempat,(Bandung: 

Penerbit PT Citra Aditya Bakti). hal. 181 



 
 

 
 

hukum pidana. Tindak pidana memiliki definisi yang abstrak dari setiap 

kejadian-kejadian konkrit yang ada dalam lingkup hukum pidana, maka tindak 

pidana harus diberikan pengertian yang sifatnya alamiah dan diberikan ketentuan 

yang jelas agar dapat dipisahkan dengan istilah-istilah lain yang digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. 

Ilmuan hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana dengan : 

1. Perbuatan Kriminal atau Criminal Act; 

2. Perbuatan Pidana atau Strafbare Handling (istilah ini biasanya dipakai 

oleh para sarjana hukum pidana Jerman); 

3. Peristiwa Pidana atau Stafbaar Feit. 

Pelaku dari tindak pidana dapat dikenai hukuman pidana, dimana pelaku 

dalam tindak pidana dikatakan juga sebagai subyek dari tindak pidana.  

Strafbaar feit ini terdiri atas handeling dan gefvolg akibat dan kelakuan. 

Adapun mengenal kedua, hal itu juga berbeda dengan “perbuatan pidana” 

sebabdisini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan 

pertanggujawaban pidana bagi orang yang melakukan prilaku tindak pidana. 

Perbuatan pidana hanya menunjuk pada perbuatan sifatnya saja, yakni sifat 

dilarang dengan ancaman degan pidana kalau dilanggar. Apakah yang melanggar 

ini benar-benar dipidana seperti yang diancamkan, ini tergantung pada keadaan 

batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu, yakni dengan 

keselahannya. Jadi perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggung jawaban pidana 

dipisahkan dengan kesalahan. Beda halnya starfbaar feit. Disini cakupan definisi  

kesalahan dan perbuatan pidana. 



 
 

 
 

Ini kiranya perbuatan pidana kita dapat samakan memakai istilah ingglis 

act criminal.8 

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Pada esensinya, setiap prilaku pidana harus terdiri dari unusr-unsur 

lahiriah (fakta) oleh perbuatan, akibat dan kelakuan yang ditimbulkan 

karenanya. Keduanya menampilkan kejadian dalam alam lahir (dunia).9 

Unsure-unsur hukum pidana dibutuhkan sebagai dasar untuk mengetahui 

perbuatan orang atau badan hukum yang tidak lain merupakan subyek dari 

hukum pidana. Tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang pun harus 

memenuhi unsur-unsur pidananya baik berupa pelanggaran maupun 

kejahatannya yang pada dasarnya termasuk dalam asas legalistas seperti yang 

dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat 1 bahwa 

perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak dapat langsung 

dipidanakan, kecuali telah ada aturan dalam perundang-undangan yang 

sebelumnya telah mengatur perbuatan tersebut.10 

Sutherland mengungkapkan perbuatan yang dikatakan sebagai suatu 

kejahatan ataupun pelanggaran apabila telah memenuhi unsure-unsur sebagai 

berikut : 

1) Adanya kerugian yang disebabkan oleh suatu perbuatan; 

2) Kerugian yang dimaksud sebelumnya telah ada dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana; 

 
8Moelljatno,2015,  Asas-asas Hukum Pidana Cet-9, (Jakarta : Penertbit Rineka Cipta). hal. 62 
9 Ibid. hal. 64 
10Sugandi R. , 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya,(Surabaya: 

Penerbit Usaha Nasional), hal. 5 



 
 

 
 

3) Ada undang-undang yang mengatur baik dalam KUHP ataupun 

undang-undang dan peraturan lainnya.11 

Apabila salah satu dari ketiga unsure tersebut tidak terpenuhi, maka 

kejahatan ataupun pelanggaran tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan 

pidana. Unsure terpenting dalam tindak pidana yaitu melawan hukum. Unsure 

melawan hukum ini memiliki dua sifat yaitu materil dan formil. 

1) Materil merupakan sifat melawan hukum yang mutlak dari setiap 

perbuatan pidana. 

2) Formil merupakan sifat melawan hukum yang terkadang bukan 

merupakan unsure pidana, terkecuali nanti merupakan unsur pidana 

apabila dalam rumusan pidana dikatakan senyata-nyatanya . 

 Unsur-unsur dari perbuatan hukum formil, meliputi : 

(1) Perbuatan manusia  

(2) Melanggar peraturan pidana, seseorang akan mendapatkan hukuman 

apabila perbuatan yang dilanggar tersebut telah diatur didalam 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Diancam dengan hukuman, dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana aturan untuk hukuman yang diperoleh seseorang itu berbeda-

beda tergantung tingkat kejahatan atau pelanggaran yang dibuatnya 

(4) Dilakukan oleh orang yang bersalah, orang yang melakukan kesalahan 

ini merupakan orang yang pada dasarnya telah memiliki keinginan dan 

juga kemauan serta memiliki kehendak untuk melakukan suatu tindak 

pidana. Saat melakukan suatu tindak pidana, orang tersebut juga 

 
11Fadly R. Muhammad, 2017, Tinjauan Viktomologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak 

Pidana Pencabulan di Kota Gorontalo,(Gorontalo: Skripsi Fakultas Hukum Unisan Gorontalo), 

hal.20 



 
 

 
 

melakukan atas dasar kesengajaan, dan tau konsekuensi yang akan 

diperoleh saat melakukan perbuatan tersebut.  

(5) Pertanggungjawaban, tiap-tiap orang yang melakukan suatu tindak 

pidana, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, terkecuali 

orang tersebut tidak dalam keadaan sehat akalnya maka orang itu tidak 

dapat dimintai pertanggung jawabannya.12 

Tindak pidana yang memiliki unsur-unsur materiil, sifatnya berlawanan 

dengan hukum, dimana dalam unsur ini tindak pidana harus benar-benar 

dirasakan oleh masyarakat. Jadi, ketika perbuatan yang dilakukan telah terpenuhi 

dalam undang-undang namun tidak memiliki sifat yang melawan hukum, maka 

tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana. 

Unsur-unsur dari tindak pidana yang ada didalam ilmu hukum pidana 

dibedakan menjadi unsure objektif dan unsure subjektif. Unsure objektif 

merupakan unsure yang berasal dari luar diri pelaku, unsure tersebut terdiri atas : 

1. Perbuatan atau kesengajaan manusia, dimana perbuatan atau 

kesengajaan itu yang aktif (berbuat kesalahan), misalnya melakukan 

perbuatan pembunuhan (pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana). 

2. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan   yang dilarang dan di 

ancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum 

pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak 

dinyata dengan tegas dalam perumusan. 

Sedangkan unsur-unsur subjektif merupakan unsur-unsur dari perbuatan 

yang dapat berupa : 

 
12Fadly R. Muhammad, Ibid. hal.21 



 
 

 
 

1. Kemampuan (worekeningsvarbaarheid) 

2. Kesalahan (schuld) 

Tongat mengatakan unsure-unsur dari pidana yaitu :  

1. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar pelaku yang dapat 

berupa: 

a. Perbuatan, baik berupa melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan 

sesuatu.Contohnya yaitu tindakan atau perbuatan yang dilarang dan 

diancam dengan undang-undang.seperti yang disebutkan dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242, Pasal 263, Pasal 362. 

Perbuatan mengambil barang atau hak orang lain merupakan contoh 

dari unsure objektif.13 

b. Akibat merupakan syarat wajib yang harus ada dalam delik materiil. 

Akibat yang dimaksud ialah seperti yang dijelaskan dalam Pasal 351 

dan 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Misalnya seperti 

perbuatan pidana yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang 

lain. 

c. Keadaan tertentu atau masalah-masalah tertrntu yang dilarang dan 

diancam dalam undang-undang. Yang dimaksud dengan keadaan yang 

dilarang ialah seperti dalam Pasal 160,  Pasal 281, dan Pasal 282 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana. 

2. Unsur subyektif merupakan unsur yang ada dalam diri pelaku yang dapat 

berupa: 

a. Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan 

perbuatannya; 

 
13Perbuatan hukum itu perbuatan yang bermaksud menimbulkan kewajiban hukum, artinya 

perbuatan itu akibat hukumnya ditimbulkanoleh si pelaku 



 
 

 
 

b. Schuld (kesalahan). 

Dikatakannya orang tersebut dapat bertanggungjawab apabila dalam 

dirinya terdapat tiga hal yaitu: 

1. Sehat keadaan jiwanya, sehingga orang tersebut dapat memahami arti 

dari sebuah nilai terhadap tindakannya 

2. Sehat keadaan jiwanya sehungga orang tersebut dapat berkehendak 

terhadap dirinya sendiri dengan apa yang akan dilakukannya; 

3. Orang tersebut memiliki kesadaran terhadap apa yang seharusnya 

dilakukan apakah hal tersebut telah dilarang oleh aturan dari undang-

undang atau tidak.14 

 

 

 

 

2.1.3 Penggolongan Tindak Pidana 

Tindak pidana digolongkan menjadi beberapa bagian, diantaranya masih 

ada yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP 

tindak pidana dikenal dengan kejahatan dan pelanggaran.15 

Yang dimaksud dalam pidana kejahatan, yaitu : 

1. Perkelahian tanding, 

2. Kejahatan terhadap penguasaan umum 

3. Penghinaan 

4. Penggelapan 

 
14Ibid. 
15Hj. Rodliyah dan H. Salim HS, 2017, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya, 

Cetakan 1,( Depok: PT RajaGrafindo), hal. 14-15 



 
 

 
 

Tindak pidana yang tergolong pelanggaran, yaitu: 

1. Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan 

2. Pelanggaran ketertiban umum 

3. Pelanggaran jabatan 

4. Pelanggaran pelayaran  



 
 

 
 

2.2 Tinjauan Umum Tentang Zina 

2.2.1 Pengertian Zina 

Zina merupakan suatu perbuatan yang keji (fahisyah). Jika 

didefinisikan zina merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang 

tidak berada dalam sebuah ikatan perkawinan.16 

Ahli hukum islammendefinisikan zina sebagai hubungan seksual 

(memasukkan kelamin pria kedalam vagina perempuan) yang haram karena 

tidak didasari oleh syubhat dan atas dasar syahwat..17 

Furnication merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang diartikan 

sebagai persetubuhan antara orang dewasa yang belum menikah. Sedangkan 

adultery (istilah lain dari zina dalam bahasa Inggris)  mengartikan lnya 

sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria bersama dengan 

seorang wanita yang bukan merupakan pasangan suami istri, namun kedua 

pihak pezina tersebut atau salah satunya telah memiliki ikatan perkawinan 

dengan orang lain.  

Zina merupakan perbuatan bersenggama antara pria dan wanita yang 

tidak memiliki ikatan perkawinan; hubungan badan antara pria yang sudah 

beristri dengan perempuan lain atau hubungan badan yang dilakukan oleh 

seorang wanita bersuami dengan pria lain yang bukan suaminya. 

Perbuatan pidana zina digolongkan kedalamBab tentang kejahatan 

kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 284 tentang 

delik perzinahan. Pasal 284 KUHP menerangkan bahwa zina merupakan 

hubungan seksual atau hubungan badan yang bukan dalam ikatan perkawinan 

 
16Pada prinsipsinya Zina merupakan pelanggaran yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama 

dan kaidah hukum. 
17 Zainuddin Ali, 2006, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar 

Grafika), hal. 106 



 
 

 
 

dimana pelakunya adalah seorang pria dan seorang wanita, namun keduanya 

atau salah satu diantaranya terikat hubungan perkawinan dengan orang lain.18 

Tiga unsur yang terkandung dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, yaitu : 

1. Dilakukannya hubungan badan antara pria dan wanita yang bukan 

suami istri dalam hubungan perkawinan; 

2. Diberlakukan Pasal 27 Kitab Undang-UndangHukum Perdata bagi 

para pelaku (Asas monogami : pria boleh menikahi lebih dari satu 

orang wanita, tetapi wanita hanya boleh bersuami satu orang saja); 

3. Pelaku berada dalam hubungan perkawinan.19 

Mahkamah Agung menafsirkan mengenai perzinahan, yaitu : 

1.) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1980 tanggal 31 

Desember 1980, yang pada dasarnya berisi hal sebagai berikut :  

a. Seorang suami yang tidak tunduk pada Pasal 27 BW yang tidak 

ada izin beristri lebih dari seorang (menurut Pasal 3, jo 4, dan 5 

Undang-Undang Nomor1 Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan 

diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2091 Tentang 

Perkawinan) berlaku pula asas monogami seperti yang terdapat 

pada Pasal 27 Hukum Perdata.20 

b. Pasal 284 ayat (1) huruf a Kitab Undang-UndangHukumPidana 

berlaku pula terhadap para suami yang tidak tunduk pada Pasal 

27 Hukum Perdata dan tidak ada izin dari pengadilan agama 

 
18Lihat pasal 284  
19Pasal 284 KUHP Pidana dengan jelas menerangkan bahwa hubungan seksual yang bukan 

dikategorikan sebagai suami istri adalah merupakan delik zina. 
20Asas monogami adalah salah satu asas yang mana laki-laki hanya bisa menpunyai seorang istri 

begitupun sebaliknya dalam waktu tertentu. Asas monogami bersifat mutlak yang fiatur dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, asas monogami (Undang-Undang Perkawinan 

bersifatterbuka ataupun bersifat tidak mutlak. 



 
 

 
 

untuk beristri lebih dari seorang, yang melakukan perzinaan 

sesudah berlakunya undang-undang pokok perkawinan;  

c. Oleh karena itu, seorang suami yang berzina baik hal tersebut 

dilakukan dengan seorang perempuan yang telah maupun yang 

tidak kawin, melakukan perzinaan ini sebagai pembuat (dader);  

2.) Bahkan ada putusan Mahkamah Agung yang telah sedemikian jauh 

menafsirkan pengertian zina, sehingga zina menurut hukum adatpun 

dapat dipidana. sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusannya 

Nomor 93 K/Kr/1976 tanggal 19 November 1997, yang menyatakan 

sebagai berikut : Pengadilan negri berwenang untuk memeriksa dan 

memutus perbuatan yang menurut hukum adat dianggap sebagai 

perbuatan pidana yang mempunyai bandingannya dalam Kitab Undang-

UndangHukumPidana. Delik adat zina merupakan perbuatan terlarang 

mengenai hubungan kelamin antara pria dan wanita, terlepas dari 

tempat umum atau tindak perbuatan tersebut dilakukan seperti 

disyaratkan oleh Pasal 281 Kitab Undang-UndangHukum Pidana 

ataupun terlepas dari persyaratan apakah salah satu pihak itu kawin atau 

tidak seperti dimaksud oleh Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. 

2.2.2 Unsur-unsur Zina dan Tindak Pidana dalam KUHP 

1. Tindak Pidana Zina 

Larangan perzinaan dan zina telah ditentukan dalam KUHP beberapa 

dalam pasal yang berada dalam buku II. Pertama pelanggaran tindak pidana zina 

diaturpaada pasa 284  Perbuatan zina atau mukah, menurut Pasal 284 KUHP 

adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan 



 
 

 
 

oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah 

satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Persetubuhan menurut 

R. Soesilo, adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa 

dilakukan untuk mendapatkan anak. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Buku II Bab XIV 

mengatakan bahwa perbuatan zina adalah perbuatan pidana yang sangat dekat 

hubungannya dengan kejahatan asusila. Dalam Pasal 284 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:  

1. Pidana kurungan maksimal selama sembilan bulan : 

a. Pria yang memiliki istri sedangkan dia telah mengetahui 

Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

diberlakukan kepadanya. 

b. Wanita yang memiliki suami tapi melakukan perbuatan zina. 

2. Penuntutan boleh dilakukan hanya berdasarkan aduan yang diajukan 

oleh suami atau istri dari pasangan pezinadan berlaku Pasal 27 

KUHPerdata bagi mereka jika dalam waktu tiga bulan setelah 

pengaduan tersebut,salah satu pihak mengajukan gugatan cerai atau 

karena dibebaskannya dari tanggungjawab untuk tinggal dalam satu 

rumah dikarenakan hal tersebut. 

3. Suami istri berlaku baginya Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, pengaduan tersebut tidak direspon sebelum pernikahannya 

diputus ceraikan, atau sebelum ada putusan yang memperbolehkan 

mereka untuk tinggal ditempat terpisah.21 

 
21Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BurgerlijkWetboek), 2013, Cetakan VI,(Bandung: 

Penerbit Citra Umbara). hal. 9 



 
 

 
 

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana perzinahan ialah 

hubungan badan atau seksual diluar pernikahan yang dilakukan oleh pria dan 

wanita yang keduanya atau salah satunya terikat dalam hubungan pernikahan 

dengan orang lain.  

2. Unsur-Unsur Zina 

Unsur-unsur zina dapat dilihat sebagai berikut : 

a. Tiap-tiap orang (siapa saja pelaku zina); 

b. Telah mengerjakan, melakukan, menyuruh ataupun turut andil 

dalam perbuatan zina baik. 

Tindakan tersebut sengaja maupun tidak disengaja dilakuakn dengan 

tujuan tertentu (pelaku memang memiliki niat untuk melakukan 

perzinaban tersebut). 

 

 

2.3 Sumber Hukum Tindak Pidana Zina  

Perbuatan zina telah diatur dalam hukum positif yaitu KUHP tentang 

kejahatan terhadap kesusilaan Pasal 284. Ayat 1 Pasal 284 KUHP menerangkan 

bahwa dikenakan kurungan penjara maksimal sembilan bulan kepada pelaku 

perbuatan zina.22 

a. Overspel atau pria yang sudah menikah melakukan zina meskipun dia 

telah mengetahui Pasal 27 KUHPerdatamengikatnya.; 

b. Wanita yabg sudah menikah melakukan zina; 

 
22Selain pasal 284 dalam KUHP delik zinah juga berada pada pasal 281, pasal 282 dan pasal 283. 

Rumusan pasal terhadap zina KUHP mnenjelaskan bahwa dengan jelas melanggar norma-norma 

tentang kesusilaan. 



 
 

 
 

c. Pria yang ikut/turut serta melakukannya meskipun dia telah mengetahui 

bahwa si pelaku telah menikah; 

d. Wanita yang belum menikah namun turut serta melakukan perbuatan zina 

meskipun dia telah mengetahui bahwa pelaku telah menikah dan telah 

diatur baginya pasal 27 Kitab Ubdang-Undang Hukum Perdata. 

Pasal 284 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan bahwa 

yang harus melakukan suatu tuntutan yaitu adalah pasangan suami atau istri dari 

pelaku tindakan zina yang mencemarkan nama baik keluarganya, dan apabila 

Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku atas mereka, pasangan 

dari suami atau istri pelaku zina boleh mengajukan gugatan cerai atau pisah 

ranjang dalam tempo tiga bulan.  

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 284 KUHP yang dijelaskan 

diatas ialah: kedua pasangan tersebut telah menikah dengan pasangannya masing-

masing, suami atau istri dari pasangan pelaku zina mengadukan perbuatan 

tercemar tersebut, dan yang turut serta harus mengetahui bahwa pasangannya 

telah terikat dalam perkawinan. 

Sehingga ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana Pasal 284 dapat memberikan celah untuk orang yang berada diluar 

pernikahan untuk melakukan tindakan persetubuhan meskipun keduanya tidak 

dalam hubungan perkawinan. 

2.4 Teori Tentang Terjadinya Kejahatan 

Kejahatan adalahtindakan yang tidak diperbolehkan bahkan terkandung 

unsur larangan didalamnya, serta memiliki ancaman pidana bagi yang melakukan 

pelanggaran terhadap larangan tersebut. Dalam konteks kriminologi, penjahat 

adalah setiap orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan tindak pidana. 



 
 

 
 

Sedangkan kejahatan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang 

melanggar aturan dan norma-norma didalam masyarakat dan juga yang telah 

diatur dalam Undang-Undang (khususnya Undang-Undang Hukum Pidana).23 

Pakar kriminologi memberikan pengertian yang berbeda mengenai tindak 

pidana kejahatan, diantaranya Garafo yang melihat kejahatan sebagai pelanggaran 

persaan kasih, sedangkan Thomas menganggap kejahatan sebagai suatu perbuatan 

yang dilakukan oleh bagian dari anggota suatu kelompok yang saling berbenturan 

dengan anggota kelompok lain.  

Radcliffe-Brown menganggap kejahatan merupakan pelanggaran dari tata 

cara yang menyebabkan timbulnya suatu sanksi pidana. 

Topo Santoso dan Eva Achjank Zulva mengungkapkan pendapatnya 

tentang kejahatan, bahwa kejahatan ialah kejadian yang dapat dimengerti dari 

berbagai sudut pandang yang berlainan. Kemudian Sahetapy dan Mardjono 

Reksodipuro mengatakan bahwa dalam kejahatan terkandung konotasi tertentu 

yang merupakan definisi dan penamaan yang relative mengandung variabilitas 

dan dinamik serta berhubungan dengan perbuatan atau tingka laku (baik aktif 

ataupun pasif) yang dinilai sebagai minoritas maupun mayoritas masyarakat 

sebagai suatu perbuatan anti sosial.  

SoejonoDirdjosisworomengatakan bahwa kejahatan sukar untuk 

dirumuskan, namun ketika dilihat dari sudut pandang kriminalitas banyak yang 

tertarik unttuk mengetahui penyebab dari tindak kejahatan. Kejahatan apabila 

dilihat berdasarkan teoritis disebabkan oleh pengaruh dari luar pelaku. 

 
23Pasamai, 2007, Metodelogi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Suatu Pengantar 

Praktis,( Makasar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika). hal. 162 



 
 

 
 

Berdasarkan pendapat SoejonoDirdjosisworodiatas, maka kita dapat 

mengetahui asal muasal dari suatu tindak kejahatan yaitu dengan menggunakan 

tiga teori, yaitu : 

1. Teori Subyektif 

Penganut teori subyektif kebanyakan berasal dari negara-negara Anglo 

Saxon yang pada awal perkembangannya dimulai di abad XIX didahului 

dengan penekanan terhadap faktor internal atau diri pribadi si pelaku yang 

merupakan penyebanterjadiny kejahatan, serta dengan menggunakan 

dukungan dari hasil temuan biologi dan psikologi. 

Teori ini diterapkan dengan maksud untuk mengklasifikasi faktor 

penyebab suatu tindakan kejahatan. Faktor yang dimaksud yaiu berupa: 

a. Sifat turun menurun yang dimiliiki oleh pelaku; 

b. Bentuk tengkorak dan badaniah pelaku; 

c. Mental atau akhlaknya yang cacat; 

d. Kepribadian dari pelaku itu sendiri. 

Sifat turun temurun yang menjadi salah satu fatornya tersebut 

didasarkan pada teori perkembangan evolusi Darwin, dimana teori tersebut 

menerangkan garis keturunan dari kakek maupun neneknya yang merupakan 

seorang pelaku kejahatan, maka anaknya atau cucunya pun akan 

mengikutinya menjadi seorang pelaku tindak kejahatan. Teori ini disebut 

sebagai theoryatarisme24 

Ketika bentuk dari struktur badan atau tengkorak kepala seseorang 

terdapat kecacatan, maka hal tersebut menyebabkan lemahnya seseorang 

sehingga kapan saja bisa menimbulkan tindak kejahatan yang dilakukan oleh 

 
24Pasamai. Ibid. hal.163 



 
 

 
 

orang tersebut. Hal ini berdasarkan teori yang dipaparkan oleh 

CesareLombroso yang disebut dengan theoryantropologhy. 

Hal lain yang melatarbelakangi tindak kejahatan menurut para 

psychiatristpsycoanalyst danpsychopath ialah dikarenakan sifat jahat tersebut 

telah ada dalam diri pelaku tindak kejahatan. Sheldon dan Eleanor Glueck 

juga Goringmengungkaapkan bahwa secara umum pelaku kejahatan 

melakukan perbuatan tersebut hanya untuk pemenuhan nafsu dan juga 

terdapat kecacatan pada mental dan akhlaknya. 

2. Teori Obyektif 

Jika teori subyektif menekankan pada faktor internal atau pribadi dari 

pelakunya, maka faktor obyektif lebih mengarah kepada faktor eksternalnya 

atau pengaruh yang diperoleh si pelaku dari luar dirinya. Faktor eksternal 

yang dimaksud yaitu berupa faktor dorrongan dari keluarga, lingkungan, 

secara ekonomi, sosial maupun udaya, juga karena aparat penegak hukumnya 

atau pengaruh berkembangnya dunia teknologi dimasa sekarang ini. 

W.A. Bonger mengungkapkan bahwa teori obyektif lebih banyak dianut 

oleh negara penganut paham Eropa Kontinental. Berikut penjelasan singkat 

perkembagankejahatan dari zaman ke zaman berdasarkan teori obyektif : 

1. Zaman Kuno 

Plato terkenal pada zaman ini yaitu pada 427-437 Sebelum Masehi 

dan Aristoteles pada zaman 384-322 Sebelum Masehi. Kejahatan 

diartikan kedalam kekayaan yang dimiliki oleh seseorang akan 

meningkatkan kualitas penghargaan terhadap dirinya namun tingkat 

kesusilaan yang dimilikinya akan semakin menurun. Pun demikian 

yang terjadi pada kalangan yang tidak mampu, kemelaratan mampu 



 
 

 
 

mendorong seseorang untuk bertindak atau melakukan perbuatan 

yang jahat hingga pemberontakan. 

2. Zaman Abad Pertengahan 

Pada zaman ini tokoh yang terkenal ialah Thomas VonAquino 

yaitu pada tahun 1226-1274 Masehi, dimana kejahatan dinilai pada 

orang-orang yang memiliki kekayaan yang hidupnya hanya untuk 

bersenang-senang, apabila telah jatuh miskin maka mudah baginya 

untuk melakukan pencurian. 

3. Permulaan zaman baru dan Masa-masa sesudahnya (Revolusi 

Prancis) 

Banyak pendapat yang mengatakan penyebab tingginya tingkat 

kejahatan ialah karena kemiskinan dan juga sebab-sebab sosial lainnya, pada 

zaman ini juga dikenal dengan masa penentangan terhadap hukuman yang 

terlalu bengis/kejam.25 

Adapun dikenal dengan mazhab lingkungan yang menyatakan bahwa 

fajtor lingkungan juga bisa menjadi penyebab seseorang melakukan tindak 

kejahatan, diantaranya yaitu: 

a. Kesempatan yang diberikan lingkungan dapat menimbulkan tindak 

kejahatan ; 

b. Lingkungan pergaulan memberikan contoh untuk melakukan tindak 

kejahatan; 

c. Lingkungan kemiskinan ( status ekonomi masyarakat yang rendah); 

 
25Ibid.hal 164 



 
 

 
 

d. Differtialassociationdimana lingkungan tempat orang bergaul 

berbeda-beda.26 

Lebih lanjut W.A. Bonger mengatakan ada beberapa faktor 

lingkungan yang menjadi penyebab tindak kejahatan terjadi, yaitu: 

a. Anak-anak yang tanpa sengaja atau dengan sengaja diterlantarkan; 

b. Kesengsaraan yang dihadapi masyarakat; 

c. Nafsu ingin memiliki; 

d. Demorilisasisexuil; 

e. Alkoholosme; 

f. Kurangnya peradaban, dan; 

g. Perang. 

3. Teori Gabungan 

Teori ini merupakan penggabungan teori subyektif dan teori obyektif, 

yang mendefinisikan bahwa tindak kejahatan yang terjadi bukan karena faktor 

subyektif atau obyektif saja namun, teori ini menjelaskan bahwa tindak 

pidana kejahatan terjadi dikarenakan faktor eksternal maupun internal.  

Sehingga lingkungan tempat pelaku hidup, bergaul dan melaksanakan 

aktifitasnya seperti keluarga, teman sejawat, regional maupun teman 

organisasinya dapat menjadi pemicu yang mendorong seseorang untuk 

menjadi pelaku tndak pidana kejahatan, termasuk didalamnya tindak pidana 

kesusilaan seperti zina yang terdapat pada Pasal 282, Pasal 281 dan Pasal 283 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

 

 

 
26Ibid. hal. 165 



 
 

 
 

 

2.5 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Definisi Oprasional 

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Zina di 

Wilayah Kepolisian Sektor Anggrek  

Kabupaten Gorontalo Utara 

Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 284 tentang zina 

Faktor-faktor terjadinya tindak 

pidana zina 

 

1.  Perselingkuhan 

2. ekonomi 

 

 

 

 

 

 

Upaya-upaya  

 

1. Upaya pencegahan 

2. Upaya penegakan 

3. Upaya sosialisasi 

 

 

Terciptanya  Penegakan Hukum tindak pidana zina di Wilayah Kepolisian 

Sektor Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara 



 
 

 
 

1. Penegakan hukum adalah kegiatan beberapa anggota pemerintah yang 

bertindak secara teroganisir untuk menegakan hukum dengan 

menemukan, menghalangi, merehabilitasi atau menghukum orang yang 

melakukan pelanggaran norma-norma yang mengatur masyarakat 

tersebut. 

2. Tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan bagi siapa yang 

melanggar dikenakan sanksi. 

3. Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki 

dan perempuan yan tidak terikan dalam perkawinan yang sah. 

4. Kepolisian sektor adalah struktur komando kepolisian Republik 

Indonesia ditingkat kecamatan. 

5. Penegakan hukum aadalah upaya kepolisian mengambil tindakan 

pidana bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana kesusilaan/zina. 

6. Sosiaalisasi yaitu upaya penegak hukum dalam melakukan pencegahan 

berupa penyuluhan hukum di kalangan masyarakat agar tidak terjadi 

tindah pidana zina diwilayah daerah tersebut. 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 



 
 

 
 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat 

Deskriptif. Penelitian deksriptif ini pada umumnya bertujuan untuk 

mendeskripsikan atau memberi suatu gambaran tentang gejala yang terjadi 

dilapangan dengan secara sitematis, faktual dan akurat terhadap obyek tertentu.27 

Adapun penelitian ini peneliti menggunakan menggunakanpendekatanmetode 

kualitatif.28 

3.2 Objek Penelitian 

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Penegakan Hukum 

Terhadap Tindak Pidana Zina di Wilayah Kepolisian Sektor Anggrek Kabupaten 

Gorontalo Utara 

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi tempat pelaksanaan peneletian ini di tetapkan di 

Wilayah Kepolisian Sektor (polsek) Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara 

dengan pertimbngan dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:  

1) Secara obyektif di Kepolisian Sektor Anggrek Kabupaten Gorontalo 

selama jangka waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 telah 

terjadi beberapa kasus yang berkaitan dengan tindak pidana zina 

2) Secara subyektif ternyata tindak pidana zina di wilayah Kepolisian Sektor 

Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, selama waktu lima tahun terakhir 

antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 telah memberikan dampak 

negatif bagi keamanan dan ketentraman masyarakat. 

 
27Bambang Sunggono, 2012, Metodelogi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 

hal. 35 
28Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012A, Pengantar Metodelogi Hukum,(Jakarta: PT Raja Grafindo 

Prasada), hal. 118 



 
 

 
 

2. Waktu Penelitian 

 Riset  ini direncanakan dengan matang oleh peneliti, adapun 

rencana penelitian ini akan dilakukan di Polsek Anggrek. Waktu pelaksanaan 

penelitian yaitu Bulan September sampai Bulan Desember Tahun 2020. 

3.4 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 Populasi dalam penelitian ini secara keseluruhan adalah orang, para pihak 

yang terkait langsung organisasi dengan organisasi dalam konteks penelitian, 

berupa keselurhan anggota polri dan masyarakat yang terkait di wilayah 

hukum Polsek Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. 

2. Sampel  

Sedangkan sampel atau populasi terjangkau yaitu yang akan dipilih 

sebagai responden hanya terbatas pada beberapa orang yang secara dipilih 

dengan sistem Stratified Proporsional Random Sampling.29 

  

 
29Sugiono, 2011, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta), hal. 32 



 
 

 
 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan observasi yaitu dengan mengamati dan meneliti segala sesuatu 

yang berhubungan dengan penelitian ini 

2. Melakukan wawancara dengan informan, ini merupakan cara yang 

digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai 

tujuan tertentu. Wawancara ini dilakukan sebagai upaya mendapatkan data 

yang lebih lengkap dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Jenis wawancara yang dilakukan 

dalam rangka mengumpukan data adalah dengan cara interview oleh 

peneliti untuk mendapatkan data berupa keterangan-keterangan dan 

informasi tentang data- data penelitian. 

3. Dokumentasi, langkah ini diambil, supaya data yang diambil dan 

dibutuhkan dalam penelitian ini tidak tercecer, dokumentasi ini akan 

melingkupi informasi mengenai tentang penegakan hukum terhadap tindak 

pidana zina di wilayah Kepolisian Sektor (polsek) Anggrek Kabupaten 

Gorontalo Utara.30 

3.6 Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian ini teknik analisa memmakaideskritif kualitatif. Yaitu 

dengan kualitas data yang dambil oleh peneliti. Teknik analisa data ini 

menggunakan metode kualitatif deskriptif, analisis dengan memperlihatkan 

kualitas dari keterangan yang diperoleh. Peneliti melaksanakan analisis dari  

keterangan  yang dianggaprelevan diperoleh dilokasi dan kemudian keterangan 

tersebut diuraikan sesuai dengan realitasnya. Lantas berdasarkan keterangan yang 

 
30Penduan Penulisan Karya Ilmiah, 2019-2020, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, 

hal. 12 



 
 

 
 

diperoleh akan dilakukan kajian  uraian untuk membuat suatu kesimpulan dan 

dapat memberikan  pemecahan dari masalah studi dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN 

4.1. Deskripsi Hasil Penelitian Polsek Anggrek 



 
 

 
 

Kepolisian Republik Indonesia polsek Anggrek merupakan kesatuan 

Kepolisian tingkat wiayah Polres Gorontalo Utara dimana awalnya polsek 

anggrek menjadi bagian dari Polres Gorontalo, luas area hukum polsek Anggrek 

280.71KM2 yang mencakup 2 (dua) Kecamatan ialah Kecamatan Anggrek dan 

Kecamatan Monano dengan berbatasan langsung sebelah utara laut sulawesi, 

sebeleh timur kecamatan Kwandang, sebelah selatan kecamatan Tibawa dan 

Kecamatan Montelingo dan kecamatan barat terdapat kecamatan sumalata Timur. 

Mengenai besaran total populasi warga pada Kecamatan Anggrek tercatat 15.982 

jiwa yang tersebar di 15 (lima belas) desa dan pada Kecamatan Monano tercatat 

sebanyak 5.775 jiwa yang tersebar di 10 (sepuluh) desa, dengan jumlah anggota 

personil sebanyak 20 orang yang dipimpin oleh Kapolesek IPDA Jaka Wiharja.31 

Selaku komponen pelaksana tugas pokok kepolisian di wilayah 

keacamatan yang berada diarea Polres, Polsek merupakan ujung tombak dari 

struktur Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan warga dalam memberi 

pelayanan, pengayoman dan perlindungan hukum kepada masyarakat.32 

Sebagai garda terdepan Polri penanganan yang terbaik tentunya sangat 

diperlukan dalam mengemban pencapaian tujuan dari pelaksanaan perintah dalam 

ruang lingkup peran kepolisian di kewilayah toretorial yang diembannya. Untuk 

itu, butuhkan adanya kerja keras dai polsek disegala fungsi sesuai dengan 

keberadaan masing-masing unsur yang terdapat pada organisasi struktur polsek 

dan pokok tugasnya. 

Polsek yang disebut dengan Kepolisian Sektor ialah pokok fungsi unsur 

pelaksana tugas polisi diwilayah Kecamatan yang berada dibawah Kepolisian 

 
31Lihat profil Polsek Anggrek 
32 Profil Polsek Anggrek 



 
 

 
 

Polres (Resor). Polisi sektor bertugas meyelenggarakan pokok tugas polri dalam 

menjaga ketertiban dan keamanan masyrakt,memberi pelayanan, pengakan 

hukum, pelayanan dan pengayoman kepada warga masyarakat serta tugas-tugas 

polri lain dalam daerah hukumnya sesuai denagan ketentuan peraturan perundang-

undangan:  

a) Pemberian pelayanan kepolisian pada masyarakat dalam bentuk 

penerimaan dan penanganan pengaduan/laporan, pemberian bantuan dan 

pertolongan tercakup pengamanan kegiatan warga dan instansi 

pemerintah, dan bantuan surat keterangan/isin, serta bantuan pengaduan 

atas tindak Polri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b) Fungsi penyelenggaraan inteljen dibidang keamanan berupa pengumulan 

informasi/keterangan untuk keperluan mendeteksi secara dini dan 

peringatan dini dalam bentuk pencegahan terjadinya gangguan khamtibnas 

beserta pelayanan masyarakat. 

c) Pengumpulan dan penyajian data dan dokumentasi diwilayah polsek 

d) Membangun kepercayaan terhadap Polri melalui pemberdayaan peran 

masyrakat melalui polmas dalam rangka pemeliharaan ketertiban dan 

keamanan demi terwujudnya penegakan hukum di wilayah polsek 

e) Penyelengaraan ketatausahaan dan adminidrasi umum 

f) Pengaman kegiatanmasyarakat dan instansi pemerintah dalam rangah 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban warga dan penanganan tipiring 

serta pengamanan maekas melalui penyelenggaraan Turjawali 



 
 

 
 

g) Mewujudkan Kamseltibcarlantas penanganan kecelakan lalu lintas dengan 

penyelenggaran Turjawali 

h) Penyeluhan hukum pada masyarakat serta pemberian bantuan hukum bagi 

anggota polsek besserta keluarganya 

Ada dua wilayah hukum polsek anggrek yaitu Kecamatan Anggrek dan 

Kecamatan Monano.33 

 

 

 

 

 

 

1. Kecamatan Anggrek 

 

Wilayah Peta Kecamatan Anggrek 

 
33 Lihat Data Sumber: Intel Dsar Polsek Anggrek tahun 2012 



 
 

 
 

Kecamatan Anggrek dimekarkan menjadi 15 (lima belas) desa, yang 

terdiri dari 6 (enam) Desa induk dan 9 (sembilan) desa pemekaran. Luas wilayah 

Kecamatan Anggrek 144,56 M2, dengan penduduk berjumlah 25.433 Jiwa.34 

Adapun desa – desa yang dimekarkan di Kecamatan Anggrek sebagai 

berikut : 

a) Desa Tolongio dimekarkan menjadi 4 (empat) desa yaitu Desa 

Tolongio (induk), Desa Tutuwoto, Desa Ilodulunga dan Desa Langge. 

b) Desa Popalo dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa yaitu Desa Popalo 

(induk), Desa Hiyalo Oyile dan Desa Putiana. 

c) Desa Motilango dimekarkan menjadi 2 (dua) desa yaitu Desa 

Motilango (induk) dan Desa Helumo. 

d) Desa Ilangata dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa yaitu Desa Ilangata 

(induk), Desa Ibarat dan Desa Datahu. 

e) Desa Tolango dimekarkan menjadi 2 (dua) desa yaitu Desa Tolango 

(induk) dan Desa Iloheluma. 

f) Desa Dudepo. 

2. Kecamatan Monano 

 
34 Data Pada Intel Dasar Polsek Anggrek tahun 2012 



 
 

 
 

 

Peta Wilayah Kecamatan Monano 

Kecamatan Monano dimekarkan menjadi 10 (sepuluh) desa, yang terdiri 

dari 4 (empat) Desa induk dan 6 (enam) desa pemekaran. Luas wilayah 

Kecamatan Monano 136,15 M2, dengan penduduk berjumlah 6.973 Jiwa.35 

Adapun desa – desa yang dimekarkan di Kecamatan Anggrek sebagai 

berikut : 

1. Desa Tudi dimekarkan menjadi 4 (empat) desa yaitu Desa Tudi 

(induk), Desa Garapia, Desa Pilohulata dan Desa Mokonowu. 

2. Desa Monano dimekarkan menjadi 2 (dua) desa yaitu Desa Monano 

(induk) dan Desa Zuriati. 

3. Desa Monas dimekarkan menjadi 2 (dua) desa yaitu Desa Monas 

(induk) dan Desa Sogu. 

 
35 Intel Dasar Polsek Anggrek tahun 2012. 



 
 

 
 

4. Desa Dunu dimekarkan menjadi  2 (dua) desa yaitu Desa Dunu (induk) 

dan Desa Telitohuyu. 

4.2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

4.2.1 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Zina 

DiWilayah Kepolisian Sektor(Polsek) Anggrek Polres Gorontalo 

Utara 

Menurut pasal 284 KUHP perzinahan adalah seorang pria atau wanita 

yang melakukan persetubuhan dengan yang bukan suami dan istrinya. Dalam 

pasal 284 Kuhp terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam tindak pidana 

perzinahan yaitu bersetubuh dengan wanita atau pria yang salah satu atau 

keduanya telah terikat perkawinan yang sah. Dan persetubuhan yang dilakukan 

tersebut atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur pemaksaan dari salah satu 

pihak dan pihakyang melakukan tindak pidana perzinahan diancam dengan 

hukuman penjara maksimal 9 bulan penjara.36 

Sebagai suatu fenomenan sosial kemasyrakatan tindak pidana zina 

menggambarkan suatu hal yang oleh hukum dianggap penting mendapatkan 

perhatian baik dari segi aturan hukum, pembuntukan budaya, penegakan dalam 

rangka penanggulangan dan menagatasi gejala terjadi dimasyarakat.  

Untuk memasukan gambaran terkait kasus tindak pidana zina yang terjadi 

diwilayah hukum polsek Anggrek selam 4 tahun belakangan, selanjutnya grafik 

berdasarkan kasus yang ditangani pihak anggota polsek anggrek :  

 

 
36Lihat pasal 284 KUHP 



 
 

 
 

Grafik 1 

 

Grafik : Besaran Kasus Tindak Pidana selama 4 tahun Terakhir di wilayah 

polsek Anggrek 

 

Bisa disimpukan pada grafik tersebut bahwa besaran kasus yang terjadi 

yang ditangani anggota polsekAnggrek cendrung fluktuatif pada setiap tahunnya 2 

atau 5 kasus pertahun, bila dibandingkan dengan luas wilayah yang berada dalam 

wilayah hukum polsek anggrek, maka jumlah tersebut tergolong rendah 

mengeingat bahwa wilayah hukum polsek anggrek mencakup 2 kecamatan yakni 

Kecamatan Anggrek dan kecamatan Monano.37  

Akan tetapi terlepas dari kasus tindak pidana zina, dari jumlah tersebut 

pada wilayah hukum polsek anggrek perl mendapat perhatian khusus diteliti buat 

memberikan gambaran jelas baik dalam penegakan maupun pencegahan yang 

harus dilaksanakan oleh para anggota kepolisian sektor anngrek dalam menangani 

permasalahan kasus tindak pidana zina tersebut. 

 
37Kasus tindak pidana zina diwilayah polsek anggrek cendrung fluktuatif bila dilihat dalam grafik 

diatas, tetapi harus menjadi perhatian serius bagi penegak hukum tentang penegakan hukumnya 

diwilayah polsek anggrek. 
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Dalam penelusuran data senagaimana dalam grafik tersebut diatas 

dijumpai beberapa faktor-faktor  yang menyebabkan terjadinya kasus tindak 

pidana zina di wilayah hukum polsek anggrek,  faktor – faktor penyebab pelaku 

melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut, ialah: 

1) perselingkahan 

Salah satu factor yang paling berpengaruh terhadap munculnya kasus-

kasus tindak pidana ziana ialah karena adanya rasa sakit yang timbulkan oleh 

kehadiran orang ketiga dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri, 

Kurangnya komunikasi antara suami dan isteri menimbulkan sikap saling tidak 

jujur, tidak percaya, tidak terbuka, dan lain-lain yang mengakibatkan timbulnya 

jarak diantara suami dan istri, sehingga salah satu pihak merasa jenuh dan bosan 

dengan kehidupan rumah tangga yang dijalaninya, sehingga timbul hasrat untuk 

mencari pelampiasan misalnya salah satunya dengan menjalin hubungan dengan 

orang ketiga yang lambat laun justru memicu suatu permasalahan dalam 

hubungan rumah tangga yang jauh lebih besar yakni hilangnya kondisi harmonis 

yang tercermin dalam pertengkaran dan bahkan terkadang sampai berujung 

dengan kekerasan bahkan dapat menyebakan  perceraian  

2) Ekonomi 

Faktor yang tak kalah berpengaruhnya ialah factor ekonomi, meskipun 

tidak secara langsung menimbulkan perilaku kejahatan dalam rumah tangga atau 

kekekrasan dalam rumah tangga seperti faktor perselingkuhan namun pada 

umumnya terjadinya tindak pidana zina disebabkan tidak terlepas dari pengaruh 

ekonomi atau status sosial ekonomi yang rendah dan sangat lemah, secara umum 

faktor materi atau uang merupakan faktor yang kadang kala terbukti memiliki 



 
 

 
 

peranan paling besar dalam timbulnya suatu Kejahatan bahkan tidak hanya 

mempengaruhi masyarakat secara luas akan tetapi lebih jauh kedalam bahkan 

sampai pada kehidupan rumah tangga, tidak memandang status ataupun strata 

sosial, karena pada hakikatnya setiap individu selalu ingin memenuhi 

kebutuhannya masing-masing, hal ini biasanya kerap mewarnai  suatu perselisihan 

dalam hubungan berumah tangga, yang memicu timbulnya berbagai macam 

kejahatan yang salah satunya seperti kejahatan tindak pidana zia, yang hingga kini 

cukup banyak menimbulkan korban. 

4.2.2. Penegakan Hukum  Terhadap Tindak Pidana Zina Di Wilayah 

Kepolisia Sektor (Polsek) Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara 

Usaha Polsek Anggrek dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana zina 

menurut Kanit Reksrim Polsek Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara ingin 

mengurangi kasus tindak pidana zina dalam masyarakat maka pihak penegak 

hukum perlu melakukan himbauan dan razia paada masyarakat berupa penyuluhan 

hukum dimasyarakat. Kasus-kasus tindak pidana zina namun pada kenyataannya 

seiring terus berkembang dunia teknologi dengan pola hidup masyarakat yang 

maju dan modern dan tidak lagi  saling mementingkan atau memperdulikan antara 

satusama  lain. Dalam untuk mengungkap  sebuah kasusu tindak pidana zina harus 

membutuhkan kordinasi yang aik di antara kepolisian dan warga masyarakat.38  

Tatkalah terjadi  sebuah perbuatan tindak pidana zinah maka maka segera 

melaporkan kepada pihak polsek agar dillaksanaan  suatu penyidikan tentang 

kasus ini. Kejasama  dengan masyarakat disekeliling adalah cara berikutnya untuk 

membantu dalam mengungkap perbuatan tindak pidana Zina . Disaat masyarakat 

 
38Hasil Wawancara dengan KANIT RESKRIM Polsek Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, Hari 

Senin 27 Januari 2021, Pukul 10.30 WITA 



 
 

 
 

menjadi sebuah kontrol sosial yang memberikan informasi dan dapat mengamati 

pada kasus tindak pidana zina yang terjadi diwiilayah polsek Anggrek. Dalam 

beberapa hal Kepolisian Sektor Anggrek Kabupaten Gorontalo Utaara telah 

melakukan peyelidakan dan penyidikan pada kasus penegakan pemberantasan 

tindak pidana zina oleh polsek anggrek. Berikut kasus-kasus penegakan 

pemberantasan tindak pidana zina dari tahun 2017- 2020 dapat dilihat melalui 

tabel sebagai berikut : 

TABEL 1 

Penegakan Pemberantasan Tindak Pidana Zina oleh Polsek Anggrek 

No Tahun Jumlah Tindak 

Pidana Zina 

Putusan 

1 2017 - - 

2 2018 2 Perkara Inkrah 

3 2019 5 Perkara Musyawarah 

4 2020 - - 

 Jumlah Keselurahan kasus  7 perkara  

Sumber Data: Polsek Anggrek 2021.39 

Dari hasil data dilapangan kasus tindak pidana zina dipolsek Anggrek 

yang penulis dapat dari tahun 2017sampai 2020, angka tindak pidana zina pada 

 
39Sumber data polsek Anggrek 



 
 

 
 

tahun 2018 ada dua (2) kasus perkara yang sudah diputus dipengadilan dan kasus 

lima (5) kasus perkara tindak zina tahun 2019 diselesaikan dengan musyawarah.40 

Jika masyarakat mempunyai atau telah memiliki bukti petunjuk awal 

tentang terjadinya suatu tindak pidana perzinahan maka tangkap tangan adalah 

cara yang terbaik dalam mengungkap kasus perzinahan tersebut. Dikarenakan 

operasi tangkap tangan akan mempermudah proses penyidikan. Walaupun tindak 

pidana zinah merupakan delik aduan atau overspel namun kepolisian tetap 

memiliki wewenang untuk melakukan operasi tangkap tangan dan penanganan 

dalam kasus perzinahan yang terjadi di masyarakat.41   

Usaha kepolisian dalam penegakan dan penanganan kasus tindak pidana 

perzinahan, kepolisian haruslah tetap menggunakan pedoman yang tertera dalam 

KUHP dan KUHAP. Mengingat dalam menerapkan hukum masih ditemukan 

hambatan -hambatan dalam pelaksanaan penegakannya.42 

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota KANIT RESKRIM Polsek 

Anggrek Polres Gorontalo Utara, pada hari senin tanggal 27 Januari 2020, pukul 

09:00 WIB. Berpendapat bahwa apabila ada unsur kesengajaan dari pelaku zina 

tidak dapat dibuktikan maka pelaku tidak terbukti dalam perzinahan sehingga 

hakim memutuskan bebas dari tuntutan hukum bagi pelaku.43 

Upaya  kepolisian dalam menindaklanjuti kasus tersebut harus dilakukan 

secara profesional, contoh kasus zina di daerah Kepolisiaan Angrek sendiri 

 
40Hasil Wawancara dengan Anggota Penyidik Polsek Anggrek Polres Gorontalo Utara, Senin 27 

Januari 2021, Pukul 11.00 WITA 
41Sementara pada KUHP tindak pidana ziina merupakan delik aduan bukan delik umum 
42Dalam melaksanaakan tugas, Kepolisiaan (polsek) Anggrek harus mengacu pada pedoman 

KUHP dan KUHAP. 
43Wawancara dengan Anggota Kanit Reskrim Polsek Anggrek, Senin 27 Januari 2021 pukul 09.00 

wita 



 
 

 
 

sampai saat ini ada yang tidak diproses dikarenakan kasus zina tersebut belum ada 

pelapor dari pihak yang dirugikan, kurangnya bukti-bukti yang ada, serta kurang 

menyikapi kasus tindak pidana zina diwilayah tersebut tersebut.  

Bersasrkan dengan pada kenyataan bahwa pada wilayah hukum polsek 

anggrek setiap tahunnya terdapat kasus tindak pidana zina dengan berbagai factor 

penyebab yang telah di uraikan dalam pembahasan sub bab sebelumnya, yang 

mana kondisi ini tentu perlu penanganan yang serius guna membendung tinggiya 

angka tindak pidana zina sebagaimna data laporan yang masus di polsek anggrek, 

gorontalo utara, tindak pidana zian tersebut merupakan kompilasi dari berbagai 

faktor sebagaimana yang telah di jelaskan diatas dan mayoritas diantara faktor 

tindak pidana zina tersebut merupakan buah dari adanya tindakan-tindakan yang 

menegarah kepada kekerasan fisik maupun nonfisik yang diterima.Disisi lain, data 

pelaporan kasus yang masuk ke kantor kepolisian sektor anggrek belum sejalan 

dengan besarnya jumlah tindak pidana ziana yang di dasari oleh adanya  tindakan  

yan secara akumulatif  

Berdasarkan pada pembahasan faktor-faktor penyebab tindak pidana ziana 

tersebut diatas maka oleh personil kepolisian sektor anggrek di lakukan langkah-

langkah usaha  penegakan sebagai berikut : 

a. Pencegahan 

Upaya pencegahan ialah upaya yang dilakukan agar suatu peristiwa tidak 

terjadi, dalam hal ini adalah agar tindak pidana zian tidak terjadi di wilayah 

hukum kepolisian sektor anggrek. Secara teoritis maka upaya pencegahan dibagi 

menjadi 2 kategori yakni : 

1. Upaya Pre-emtif 



 
 

 
 

Upaya pre-emtif ialah usaha pencegahan terhadap kejahatan tindak pidana 

zinayang dilakukan sedini mungkin dengan menanamkan nilai-nilai moral kepada 

anak-anak sejak dini sehingga nilai - nilai moral tersebut dapat menjadi rambu 

dalam menjalani kehidupan baik ketika anak -anak masih kecil sampai dewasa 

hingga berkeluarga dengan kata lain upaya pre-emtif dimaksudkan agar tidak 

timbulnya niatan dalam diri seseorang untuk melakukan kejahatan dalam kondisi 

apapun, khususnya kejahatan tindak pidana zina. Mengapa demikian?, karena 

nilai-nilai moral dan hukum telah melekat pada diri setiap orang tentang apa yang 

baik dan buruk, tentantang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.  

2. Upaya Preventif 

Upaya preventif pada dasarnya merupakan upaya pencegahan sama halnya 

dengan upaya pre-emtif hanya saja dalam upaya prevebtif yang menjadi tujuannya 

ialah mencegah suatu kejahatan dengan mengupayakan agar setiap timbul niat 

dari seseorang untuk melakukan kejahatan, maka niat jahat tersebut tidak dapat 

terjadi atau terlaksana karena tidak adanya kesempatan bagi pelaku. Dengan kata 

lain bahwa upaya preventif merupakan suatu usaha untuk mengadakan perubahan-

perubahan yang bersifat positif sebagai bentuk antisipasi terjadinya gangguan-

gangguan dalam ketertiban dan keamanan bermasyarakat. Tindakan/upaya 

preventif ini adalah salah satu cara yang paling tepat guna untuk direalisasikan 

oleh pihak kepolisian, pemerintah, maupun masyarakat  

 nyata mewujudkan dari kedua jenis upaya diatas, oleh personil kepolisian 

sektor anggrek di lakukan dengan kegiatan sosialisasi terkait Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana maupun berbagai peraturan perundang-undangan yang 

terkait dalam upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana zina secara terpadu, 



 
 

 
 

yakni dengan melibatkan pihak-pihak terkait yakni, orang tua, pemerintah, 

lembaga pendidikan, tokoh, tokoh agama masyarakat, tokoh pemuda serta 

lembaga-lembaga terkait lainnya.  

5. Penindakan/Penegakan Hukum 

Penindakan merupakan Upaya Represif yang dilakukan oleh pihak 

kepolisian polsek anggrek dalam menggulangi tindak pidana zina. Upaya atau 

tindakan ini dilaksanakan pada saat terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah 

tangga, maka pihak kepolisian sebagaimana ketentuan dalam ketentuan-ketentuan 

dalam KUHP melalui  (penyelidikan/penyidikan), dengan tanggap menindaki 

perbuatan atau tindak pidana zina tersebut, upaya represif ini dilaksanakan sebagai 

usaha untuk mengurangi kejahatan tindak pidana zina dengan memberika 

hukuman bagi para pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 



 
 

 
 

Berlandaskan hasil penelitian yang telah diksanakan  di Polsek Anggrek 

Kabupaten Gorontalo Utara, prihal usaha kepoliisian dalam mengoptimalkan 

penegakan hukum mengenai tindak pidana zina, maka bisa diambil kesimpulan 

sebegai berikut:  

Faktor- faktor penyebab terjadinya tindak pidana zina diwilayah hukum 

Polsek Anggrek adalah : 

(1) Faktor perselingkuhan yakni adanya suka sama suka atau adirya oarang 

ketiga sehingga terjadinya tindak pidana zina. dan faktor ekonomi yakni 

faktor ekonomi disebabkan  gaya hidup sehingga rela melakukan tindak 

pidana zina 

(2) Peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan 

kasus tindak pidana zina dituntut untuk profesinal yang disertai 

kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi. Hal tersebut 

diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana 

zina dapat  berjalan  dengan  tuntas  dan  pelaku  dikenai  pidana  yang 

seadil-adilnya.  

 

 

 

5.2 SARAN 

Dalam penulisan skripsi ini maka penulis memberikan saran dalam 

kesimpulan diatas yaitu : 

1. disarankan bagi aparat kepolisian untuk menjatuhkan pidana yang  sesuai 

aturan hukum berlaku dalam KUHP terhadap pelaku kejahatan tindak pidana 



 
 

 
 

zina, hal ini penting dilakukan dalam rangka memberikan efek jera dan 

sebagai upaya untuk menimalisir  tindak pidana yang serupa di masa-masa 

yang akan datang  

2. kepada pihak pemerintah dan DPRD  Kabupaten Gorontalo untuk lebih 

efektifnya pemberantasan tindak pidana zina diwilayah hukum gorontalo, 

maka diperlukan paraturan daerah (PERDA) tentang zina untuk kedepannya. 
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